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ABSTRAK
Tindak Pidana  Kekerasan/Pelecehan  Seksual   terhadap perempuan  seringkali 
terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kejahatan kesusilaan atau moral  
offences bukan  saja merupakan masalah hukum nasional  suatu negara melainkan 
sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah 
global. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap perempuan yang menjadi 
korban kekerasan/pelecehan  seksual ? (2)  Bagaimana penerapan pasal 289 KUHP 
dalam upaya  penanggulangan kekerasan/pelecehan  seksual terhadap perempuan 
(Studi  Kasus  Putusan No. 54/Pid.B/2013/PN.AB.)  Penegakan hukum dalam  kasus 
kekerasan  terhadap  perempuan diatur  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia. 
Penelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma 
dalam  hukum  positif,  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  putusan  Pengadilan 
Negeri Ambon, yakni : (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, (b)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  (c)  Undang-Undang 
Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan  Konvensi 
mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, (d)  Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (e) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam  Rumah  Tangga,  (f)  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang 
Pengarustamaan  Gender Dalam Pembangunan Nasional,  (g)  Undang-Undang 
Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan  Saksi  dan 
Korban Jo.UU RI No.31 Tahun 2014, (h) Undang-Undang Republik Indonesia No.21 
Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dan  (i) 
Putusan  No.  54/Pid.B/2013/PN.AB.  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak 
kekerasan/pelecehan  seksual  diberikan  berdasarkan  Undang-Undang  Republik 
Indonesia  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah 
Tangga (PKDRT) , Buku III KUHP Bab XIV, UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi  Manusia,  dan Undang-Undang  Republik Indonesia No.31 Tahun 2014 
Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.13  Tahun  2006 
Tentang  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Hukuman  yang  ringan  bagi 
pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan  tentunya tidak memberikan efek 
jera terhadap pelaku; maupun calon-calon pelaku tindak pidana kekerasan/pelecehan 
seksual, dan tidak memberikan rasa keadilan khususnya bagi korban serta masyarakat 
pada  umumnya.  Semua  elemen  masyarakat  harus  bekerja  keras  melakukan 
pencegahan dan memberantas segala tindak kekerasan/pelecehan seksual  terhadap 
perempuan  dan  hakim  sebagai  unsur  penegak  hukum  seharusnya  menjatuhkan 
putusan hukuman yang maksimal terhadap para pelaku kekerasan/pelecehan seksual 
terhadap perempuan dan korban harus diberi akses seluas-luasnya kepada mekanisme 
peradilan  dan  dijamin  oleh  perundang-undangan  nasional  untuk  memperoleh 
kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita.
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ABSTRACT
Crime  of  Violence  /  Sexual  Abuse  against  women often  occurs  in  public  life  in 
Indonesia. Crime decency or moral offenses is not only a legal issue but a national of 
a country already is legal in all states in the world or a global problem. Issues to be 
addressed  in  this  study  are  (1)  how the  legal  protection  that  should  be  given  to 
women who are victims of violence / sexual abuse? (2) How does the application of 
Article  289  Penal  Code  in  the  response  to  violence  /  sexual  harassment  against 
women (A Case Study of Decision No. 54 / Pid.B / 2013 / PN.AB.) Law enforcement 
in  cases  of  violence  against  women  stipulated  in  the  Indonesian  criminal  justice 
system. The research in this thesis focuses on assessing the rules or norms of positive 
law, the criminal justice system in Indonesia, the decision of the District Court of 
Ambon, namely: (a) the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, (b) of 
the Act Law penal (penal Code), (c) of the Constitution of the Republic of Indonesia 
Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination 
of all forms of discrimination against women, (d) of the Constitution of the Republic 
of Indonesia Number 39 Year 1999 on Human Rights, (e) Law Law of the Republic 
of  Indonesia  No.  23 on the  Elimination  of  Domestic  violence,  (f)  of  Presidential 
Instruction No. 9 of 2000 on Gender mainstreaming in National Development, (g) of 
the Constitution of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 on Witness and 
Victim  Protection  Decree  No.  Jo.UU .31  In  2014,  (h)  of  the  Constitution  of  the 
Republic of Indonesia No.21 Year 2007 on Combating Trafficking in Persons, and (i) 
Decision No. 54 / Pid.B / 2013 / PN.AB. The legal protection for victims of violence / 
sexual harassment given by the Law of the Republic of Indonesia No. 23 Year 2004 
concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), Book III of the Penal 
Code Chapter XIV, RI Law No.39 Year 1999 on Human Rights, and the Law of the 
Republic of Indonesia No.31 of 2014 on the Amendment of the Law of the Republic 
of  Indonesia  No.13  of  2006  on  Witness  and  Victim  Protection  Agency.  A  light 
punishment  for  the  perpetrators  of  crimes  of  violence  against  women  would  not 
provide a deterrent effect against perpetrators; or prospective perpetrators of criminal 
acts of violence / sexual harassment, and does not give a sense of justice, especially 
for the victims and society in general.  All elements of society must work hard to 
prevent and combat all acts of violence / sexual abuse against women and judges as 
an element of law enforcement should have dropped the sentence of a maximum of 
perpetrators  of violence  /  sexual  abuse against  women and the victims should be 
given  the widest  access  to  the  mechanisms  of  justice  and guaranteed  by national 
legislation to obtain a fair and effective compensation for the harm suffered
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